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SALINAN
PUTUSAN

Nomor :1918/Pdt.G/2014/PA.Mkd
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam

perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 11,
RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SMP tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 11,
RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak
diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI

selanjutnya disebut sebagai ‘“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah membaca berkas /surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:
2045/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal
19 Mei 2006 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Karang Dapo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nkah Nonor.
073/12\V//2006 tertanggal 11 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang
Dapo Kabupaten Musi Rawas ;

2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah
kediaman bersama di Dusun XXXXX Rt11l Rw.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magebng ;

3. Bahwa sebma mesa perkawran,  Pemohon  dengan  Tenohon  telah  berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) sudah dkarunai 1 (Safu) orang anak
yang bernama :

«  XXXXX laki-laki, lahir pada Tanggal 15-10-2007.

4, Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengen
Temmohon harya  berbngsung sampai dengan bubn Septerber  tahun 2012, karema sejak
bubn Jui tahun 2012 rumeh tangga antara Permohon dengan Temohon  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran ;
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5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisinan terjadi pada bulan Agustus tahun 2012
kemudian Temohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama
sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut
Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik
Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil ;

7. Bawa ikatan perkawinan antara Permmohon dengan Temmohon sebaggimara yang diurakan
dates, meka swdah suli dbra uik membenk sebush rumeh tangge yang sakineh,
mewaddah wa rahmah, sehingga kbih bak diputus karena perceraian ;

8. Bawa berdasarkan hathal tersebut ditas, permmohornan  Permohon  unuk  menggjukan
permohonan  cerai tabk terhadap Temohon atas dasar Tenmmohon pergi  meninggakan
Pemohon sebma 2 (dud) tahun kbh, sehingga fidak mungkin hidup rnikun dabm  suatu
katan perkawran, tebh mementhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Peneriniah No. 9
Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huuf (b) Konpibsi Hukum Isbm dan okh karerna iu mohon
dapat dikabulkan ;

9. Bahwa unik mementhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
yang diubah oleh Undang — undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradian Agama serta
SEMA No. 28TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memeritahkan Panitera
Pengadin Agame Mungkid unitk  mengrimkan  salnen  puisan  yang  tebh  menpunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Unsan Agama di termpat tinggal Penohon dan
Temmohon dan Kantor Urisan Agama termpat perkawien Pemohon dan Temmohon  uniuk
dicatat dabm register yang tersedia uniuk iU ;

10.Bahwa Penohon sanggup uniuk membayar biaya perkara;
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Berdasarkan hathal tersebut distas, meka dengan ni Penohon nohon kepada Ketua
Pengadibn Agama Mungkid cg. Majels Hakim  uniuk  berkenan  mererima,  memmerksa  dan
memutus perkara ni yang amamya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1 Mengabulkan Permohonan Penohon ;

2. Menmberkan izin kepada XXXXX bin XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon XXXXX binti XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama
Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerniahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan
peretapan krar tabk kepada Kantor Ursan Agama tenpat pemkahan Pemohon dan
Temmohon dingsungkan untuk dicatat dabm register yang tersedia untuk iU ;

4. Membebarkan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir  sedangkan
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakillkuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap
dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya
perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung

nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk  meneguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon  mengajukan
bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308152705750001 tanggal 13 Oktober
2012 atas nama XXXXX bin XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,
kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Depo
Nomor 073/12/\/2006 Tanggal 11 Mei 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan
sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Tampir Wetan Kecamatan XXXXX,
Nomor 400/K.199/1X/2014 tanggal 29 September 2014, telah dicocokkan dengan
aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti
kode P.3.;

Bahwa  selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi
sebagai berikut, nama:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan  yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah

Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2006 dan telah
rukun baik dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di
rumah orang tua pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon
pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2
tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas
alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak

bertemu dengan Termohon;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kabupaten Magelang di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Mei tahun 2006 dan telah
rukun baik dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di
rumah orang tua pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon

pergi meninggalkan Pemohon ;
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- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2
tahun lebih, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tidak jelas
alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;

- tetangga Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tuanya,

namun tidak bertemu dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-
keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada
hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak

terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebin
dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolud dan kompetensi relative
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-
orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagimana

dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan
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pasal 49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai talak dimana Termohon yang
meninggalkan Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang
yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal
66 (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama

mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah
dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut,
tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah
dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar

dapat rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
upaya perdamaian lewat mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah

Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada
pokoknya adalah karena sejak anak kedua lahir, antara Pemohon dan Termohon sering

berselisin dan bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sejak
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bulan Agustus 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang
Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Pemohon sehingga
Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan hingga kini Termohon

tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa meskipun dalilialasan permohonan cerai Pemohon tidak
dibantah oleh Termohonan karena Kketidakhadirannya, namun berdasarkan pasal 163
HIR (Herzien Indonesis Reglement) jo pasal 1865 BW (Weit Boek) Majelis tetap

membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan

dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P1) oleh karena telah bermaterai cukup dan
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima

sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata

terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut oleh karena dibuat oleh pejabat publik

yang berwenang maka kebenaran isinya patut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Majelis menilai telah ternyata terbukti
Termohon telah pergi dari Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang

sejak bulan Agustus 2012 dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saski yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya
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bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena
Termohon tidak pauth kepada Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan

Pemohon hingga sekarang 2 tahun lebih dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) dan keterangan saksi-saksi Majelis
menilai telah ternyata terbukti Termohon telah pergi dari Desa XXXXX, Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang setidak-tidaknya 2 tahun berurut- turut  dan tidak

diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
sering bertengkar karena termohon tidak taat kerpada Pemohon dan telah berpisah 2
tahun lebih dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai suami isteri dan juga tempat tinggal Termohon tidak diketahui,
Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagali
suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh
pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangankan tersebut
Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian
pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 b Kompilasi
Hukum Islam, tidak bertentangan denga hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya
sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah
dua Kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50

tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama

pasal 125 HIR serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon vyang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Mungkid;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan ini talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Depo
Kabupaten Musi Rawas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,
Kabupaten Magelanguntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 25
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Jumadil awwal 1436 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Asroni

SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
ttd tta
1. DRS.UMAR MUKMIN DRS.SHONHAJI MANSUR, MH
ttd

2. DRS.JAZILIN

PANITERA PENGGANTI

ttd
ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara :Rp 50.000,-
3. Panggilan :Rp 240.000,-
4. Redaksi ‘Rp 5.000,-
5. Materai :Rp  6.000,-
Jumlah :Rp 331.000,-
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DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.
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